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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksinkronan antara regulasi pusat 
dan daerah dalam pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten 
Gunungkidul, yang berdampak pada ketidakpastian hukum, tumpang tindih 
kewenangan, serta lemahnya perlindungan lingkungan, khususnya terhadap praktik 
penambangan batu gamping. Kajian teori dan pustaka dalam penelitian ini 
mencakup konsep sinkronisasi regulasi (vertikal dan horizontal), disharmoni 
peraturan, serta karakteristik ekosistem karst beserta fungsi ekologis dan risikonya. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer (UU 
Penataan Ruang, UU PPLH, UU Pemerintahan Daerah, Permen ESDM No. 
17/2012, dan RTRW Kabupaten Gunungkidul) serta bahan hukum sekunder berupa 
buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat ketidaksesuaian substansi antara regulasi pusat dan daerah, terutama terkait 
penetapan kawasan lindung karst, mekanisme perizinan, dan orientasi kebijakan 
yang sering dipengaruhi kepentingan ekonomi daerah. Kondisi ini menimbulkan 
konflik norma, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya penerapan prinsip 
good environmental governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi 
regulasi secara komprehensif merupakan langkah mendesak untuk memastikan 
perlindungan kawasan karst sekaligus mendukung pembangunan daerah yang 
berkelanjutan. 

Kata kunci: sinkronisasi regulasi, karst Gunungsewu, hukum lingkungan, tata 
ruang, penambangan batu gamping. 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the lack of synchronization between central and 
regional regulations in the management of the Gunungsewu Karst Area in 
Gunungkidul Regency, which has resulted in legal uncertainty, overlapping 
authority, and weak environmental protection, particularly regarding limestone 
mining practices. The theoretical and literature review in this research includes the 
concept of regulatory synchronization (vertical and horizontal), regulatory 
disharmony, and the characteristics of the karst ecosystem along with its ecological 
functions and risks. This research uses a normative legal research method with a 
legislative approach and case studies, using primary legal materials (Spatial 
Planning Law, PPLH Law, Regional Government Law, ESDM Ministerial 
Regulation No. 17/2012, and Gunungkidul Regency RTRW) as well as secondary 
legal materials in the form of books, journals, and previous research results. The 
results of the study indicate that there is a discrepancy in substance between central 
and regional regulations, especially regarding the determination of karst protected 
areas, licensing mechanisms, and policy orientations that are often influenced by 
regional economic interests. This condition gives rise to normative conflicts, weak 
supervision, and suboptimal implementation of the principles of good 
environmental governance. This study concludes that comprehensive regulatory 
synchronization is an urgent step to ensure the protection of karst areas while 
supporting sustainable regional development. 

Keywords: regulatory synchronization, Gunungsewu karst, environmental law, 
spatial planning, limestone mining. 

 

 

 

 


